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Tesis ini yang berjudul PRINSIP KEADILAN PADA KONSINYASI 
GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN  
UNTUK KEPENTINGAN UMUM. Isu hukum dalam Penelitian ini adalah: 
1. Apa ratio legis ketentuan konsinyasi ganti rugi dalam pengadaan tanah 
bagi pembangunan untuk kepentingan umum? 
2. Apakah metode konsinyasi ganti rugi dalam pengadaan tanah bagi 
pembangunan untuk kepentingan umum telah sesuai dengan prinsip 
keadilan? 
Sebagaimana dengan isu hukum yang dikaji, maka penelitian ini 
merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif (Normative Legal 
Research) dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan 
(Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach), dan 
Pendekatan Kasus (Case Approach). Bahan hukum yang digunakan adalah 
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Langkah penelitian tesis ini 
adalah untuk menetapkan isu hukum, menentukan aturan hukum yang relevan, 
menganalisis dan menginterprestasikan bahan-bahan hukum untuk dapat ditarik 
suatu kesimpulan dari hasil argumentasi yang dibangun guna memberikan 
jawaban atas isu hukum. 
Dari hasil penelitian terhadap isu hukum yang dikaji dan dianalisis dapat 
disimpulkan bahwa: 
1. Bahwa ratio legis ketentuan konsinyasi didasarkan pada fungsi sosial 
hak atas tanah sebagaimana diatur didalam Pasal 6 Undang-Undang 
  
 
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 
Didalam Pasal 18 UUPA sendiri menyebutkan bahwa: “Untuk 
kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara, maupun 
kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah bisa dicabut, 
dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan sesuai 
menurut cara yang diatur didalam undang-undang. Ganti rugi sendiri 
dapat dilakukan dengan cara musyawarah terlebih dahulu untuk 
menentukan bentuk dan besarnya. Apabila warga berkeberatan dan 
menolak dengan hasil keputusan ganti rugi tersebut maka dapat 
dilakukan dengan cara menitipkan uang tersebut di Pengadilan Negeri 
atau yang biasanya disebut dengan Konsinyasi. Konsinyasi sendiri 
diatur didalam Pasal 42 UU Pengadaan Tanah. 
2. Bahwa metode konsinyasi didalam pengadaan tanah untuk 
kepentingan umum telah memenuhi prinsip keadilan prosedural 
apabila keadilan tersebut sudah bisa adil terhadap keputusan dan 
memperoleh kesejahteraan yang diharapkan. Keadilan Prosedural 
sendiri merupakan hubungan antara pembuat dan individu yang terlibat 
dalam proses mengambil keputusan. Disini keadilan prosedural lebih 
mengutamakan pada keadilan yang lebih menuju pada undang-undang 
atau aturan hukum yang berlaku. Keadilan ini menggunakan cara 
voting dan mufakat bersama, dan juga mengenai bagaimana suatu 
keputusan tersebut bisa diambil. Bukan hanya keadilan prosedural saja 
metode konsinyasi sendiri juga dapat memenuhi prinsip keadilan 
  
 
substansial apabila keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan 
hukum substantif, tanpa melihat adanya kesalahan prosedural yang 
tidak berpengaruh pada hak-hak substantif yang berpekara. Proses 
pemberian ganti ruginya secara riil, dan dapat dinikmati oleh para 
pihak yang dapat menerima ganti rugi tersebut. Dimana keadilannya 
menggunakan prinsip tentang adanya kebebasan individu dan 
pengakuan atas hak sipil sebagai pelaksanaan dan hanya dapat 
dilakukan oleh tujuan pemerintah sendiri.     
Maka dari itu berdasarkan hasil penelitian atas isu hukum diatas maka 
saran dari penulis, yaitu: 
1. Sebaiknya proses konsinyasi ganti rugi didalam pengadaan tanah bagi 
pembangunan untuk kepentingan umum dapat mengetahui adanya peran 
dan fungsi sosial pada penggunaan atas tanah itu sendiri. Agar dapat 
memberikan ganti kerugian yang sangat layak dan tidak merugikan 
warga yang sudah melepaskan hak tanah tersebut. 
2. Sebaiknya didalam proses pengadaan tanah sendiri dapat memenuhi 
prinsip-prinsip keadilan dimana yang lebih diutamakan adalah keadilan 
prosedural dan keadilan substansial. Keduanya sangat berpengaruh 
didalam proses pengadaan tanah karena bukan hanya kepentingan 
individu saja, tetapi juga harus melihat adanya pembangunan yang 









Tesis ini membahas mengenai bentuk prinsip keadilan pada konsinyasi 
ganti rugi dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan 
umum. Apakah sudah sesuai dengan prinsip keadilan atau tidak. Metode 
penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif (Normative 
Legal Research) dengan menggunakan metode pendekatan perundang-
undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach), 
dan Pendekatan Kasus (Case Approach). 
Hasil penulisan ini yaitu: Pertama, ratio legis didalam pengadaan tanah 
bagi pembangunan untuk kepentingan umum didasarkan pada fungsi sosial hak 
atas tanah. Kedua, Metode konsinyasi didalam pengadaan tanah untuk 
kepentingan umum telah memenuhi prinsip keadilan prosedural yang sesuai 
terhadap undang-undang atau aturan hukum yang berlaku, dan juga telah 
memenuhi prinsip keadilan substansial dimana keadilannya mengenai adanya 
kebebasan individu dan juga pengakuan atas hak sipil sebagai pelaksanaan dan 
hanya dapat dilakukan oleh tujuan pemerintah itu sendiri. 
Berdasarkan hasil penulisan dan pembahasan tersebut diatas maka penulis 
dapat memberikan saran yaitu: Pertama, sebelum melaksanakan kegiatan 
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, kita terlebih 
dahulu harus mengetahui adanya peran dan fungsi sosial pada penggunaan atas 
tanah itu sendiri. Agar dapat memberikan ganti kerugian yang layak dan tidak 
merugikan siapapun. Kedua, yang lebih diutamakan didalam prinsip keadilan 
adalah keadilan prosedural dan juga keadilan substansial dimana kedua prinsip 
tersebut sangatlah berpengaruh didalam proses pengadaan tanah. Karena bukan 
hanya kepentingan individu saja tetapi juga melihat dari segi kepentingan 
umum. 
 















This thesis discussed about the principle of justice on the consignment of 
compensation in the land acquisition for development and public interest. 
Whether it is in accordance with the principle of justice or not. The research 
method in this thesis is normative legal research by using the method of Statute 
Approach, Conceptual Approach, and Case Approach. 
The results of this thesis are: First, the ratio of legislation in the land 
acquisition for development and public interest is based on the social function of 
land rights. Second, the consignment method in the land acquisition for public 
interest has fulfilled the principle of procedural justice which is in accordance 
with applicable law or rule of law, and has also fulfilled the principle of 
substantial justice in which there is an individual freedom and recognition of civil 
rights as an implementation and only can be done by the purpose of the 
government itself.  
Based on the results and discussion above, the writer can provide some 
suggestions, those are: First, before doing land acquisition activities for 
development and public interest, first we must know the existence of social roles 
and functions in the use of the land itself in order to be able to provide proper 
compensation and not harm anyone. Second, what is considered as important in 
the principle of justice is procedural justice and substantial justice, in which both 
principles are very influential in the land acquisition process. Because it is not 
only individual interests to be considered but also in terms of public interest. 
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1. Bahwa ratio legis ketentuan konsinyasi ialah didasarkan pada fungsi 
sosial hak atas tanah sebagaimana diatur didalam Pasal 6 Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 
Didalam Pasal 18 UUPA sendiri menyebutkan bahwa: “Untuk 
kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara, maupun 
kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah bisa dicabut, dengan 
cara memberikan ganti kerugian yang layak dan sesuai menurut cara yang 
diatur didalam undang-undang. Ganti rugi sendiri dapat dilakukan dengan 
cara musyawarah terlebih dahulu untuk menentukan bentuk dan besarnya. 
Apabila warga berkeberatan dan menolak dengan hasil keputusan ganti 
rugi tersebut maka dapat dilakukan dengan cara menitipkan uang tersebut 
di Pengadilan Negeri atau yang biasanya disebut dengan Konsinyasi. 
Konsinyasi sendiri diatur didalam Pasal 42 UU Pengadaan Tanah. 
2. Bahwa metode konsinyasi didalam pengadaan tanah untuk kepentingan 
umum telah memenuhi prinsip keadilan prosedural apabila keadilan 
tersebut sudah bisa adil terhadap keputusan dan memperoleh 
kesejahteraan yang diharapkan. Keadilan Prosedural sendiri merupakan 
hubungan antara pembuat dan individu yang terlibat dalam proses 
mengambil keputusan. Disini keadilan prosedural lebih mengutamakan 
pada keadilan yang lebih menuju pada undang-undang atau aturan hukum 
yang berlaku. Keadilan ini menggunakan cara voting dan mufakat 
bersama, dan juga mengenai bagaimana suatu keputusan tersebut bisa 
  
 
diambil. Bukan hanya keadilan prosedural saja metode konsinyasi sendiri 
juga dapat memenuhi prinsip keadilan substansial apabila keadilan yang 
diberikan sesuai dengan aturan hukum substantif, tanpa melihat adanya 
kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif 
yang berpekara. Proses pemberian ganti ruginya secara riil, dan dapat 
dinikmati oleh para pihak yang dapat menerima ganti rugi tersebut. 
Dimana keadilannya menggunakan prinsip tentang adanya kebebasan 
individu dan pengakuan atas hak sipil sebagai pelaksanaan dan hanya 
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